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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan

bahwa kebijakan moratorium eksekusi pidana mati dapat mempunyai

implikasi yuridis dan sosiologis terhadap kepastian hukum, sebagai

berikut:

1.

Implikasi yuridis yaitu adanya kebijakan moratorium tersebut
menimbulkan  ketidakpastian dalam  melaksanakan  prosedur
pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan.
Selain itu juga menimbulkan adanya suatu tindakan hukum tanpa
dasar hukum yang jelas, baik menganai jangka waktu pemberlakuan
kebijakan tersebut, maupun prosedur pemberlakuannya.

Implikasi sosiologis yaitu terpidana mati mengalami tekanan
pikiran/stres, sehingga dapat mengganggu kesehatan mentalnya dan
penundaan eksekusi pidana mati tersebut dapat dikategorikan sebagai
hukuman tambahan secara tidak langsung terhadap si terpidana mati.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kegelisahan dan
keraguan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah yang
dianggap tidak serius dalam menerapkan hukum, sehingga eksekusi

pidana mati tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, selain itu
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dengan adanya penundaan tersebut akan mengulur waktu yang tidak

jelas sampai kapan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan

saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebijakan
moratorium eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan
implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum dalam melaksanakan
prosedur pelaksanaan pidana mati, serta dalam pemberlakuan suatu
kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Diharapkan pemerintah benar-benar mengkaji kebijakan moratorium
eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan dampak sosiologis
terhadap masyarakat dan terhadap terpidana sendiri berupa terjadinya

suatu kegelisahan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah.
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DIlJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama :FRANANDA SARAGIH NIP/NIM : 130511259
Alamat  :FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul :ml:(ngASI KEBIJAKAN MORATORIUM EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP KEPASTIAN
u
Lokasi  : KEJAKSAAN TINGGI DIY
Waktu  :18 OKTOBER 2016 s/d 18 JANUARI 2017

Dengan Ketentuan .

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Waliketa melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DlY dalam compact disk {CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jobjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperiuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang beraku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 {dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id; ;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-wakiu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 OKTOBER 2016
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Tembusan ; : ‘ ' :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KEJAKSAAN TINGGI DIY

3. WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

Notice: Undefined variable: rsmstembusan in /var/www/htmi/izin/application/modules/pzn/controllers/lzinController.php on line 180



Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 09 November 2016

Kepada Yth : ‘
074/2797Kesbangpol/2016 Gubernur DKI Jakarta »
Rekomendasi Penelitian Up.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi DKI Jakarta

Di
: JAKARTA
Memperhatikan surat :
. Dari : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor 1 934NV
Tanggal ¢ 11 Oktober 2016
Perihal ¢ ljin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal “IMPLIKASI KEBIJAKAN
MORATORIUM EKSEKUS! PIDANA MATI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM 7,

kepada:

Nama : FRANANDA SARAGIH

NPM : 130511259

No. HP/ldentitas : 082242011529/ 1208041012950001

Prodi / Jurusan ¢ Hmu Hukum / Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lokasi Penetitan : Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DKI Jakarta

Waktu Penelitan  : 14 November 2016 s/d 23 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian; :

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,; :

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpo! DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. '
Demikian untuk menjadikan makium.
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1. Gubéraur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkgtan.



